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ABSTRAK 

Sri Bagas Sugiharto. 201710115229. Status Pengakuan (Recognition) Terhadap 

Pemerintahan Baru Hasil Kudeta Taliban Di Afghanistan Ditinjau Dari Hukum 

Internasional  

Kelompok Taliban telah melakukan pemberontakan dan berhasil 

menggulingkan pemerintahan di Afghanistan yaitu kepemimpinan Ashraf Ghani lewat 

kudetanya. Kelompok Taliban merupakan kelompok belligerent yang mewakili rakyat 

Afghanistan yang melakukan perlawanannya terhadap pemerintah di negara tersebut. 

Menurut Hukum humaniter internasional belligerent dapat mempunyai kedudukan dan 

haknya sebagai pihak yang bersengketa. Pengaturan mengenai belligerent diatur  dalam 

pasal 1 HR Konvensi Den Haag IV 1907 dan juga Protokol Tambahan I Tahun 1977 

Pasal Umum 3 mengenai  konflik bersenjata non-internasional yang terjadi antara 

belligerent dengan pemerintah yang diberontak dalam hal ini yaitu di negara 

Afghanistan. Kelompok Taliban juga telah mempunyai kontrol yang efektif atas 

wilayah dan populasi juga telah membentuk pemerintah sementara di Afghanistan. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban dan mengetahui apakah 

kelompok Taliban dapat diakui sebagai belligerent menurut Hukum Humaniter 

Internasional dan apakah pemerintah bentukan belligerent ini dapat diakui menurut 

Hukum Internasional. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan Statuta, 

pendekatan Konseptual, dan pendekatan Kasus.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Hukum Humaniter 

Internasional kelompok Taliban telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat diakui 

sebagai kelompok belligerent dalam konflik bersenjata non-internasional di 

Afghanistan dan menurut Hukum Internasional dengan menggunakan doktrin kontrol 

efektif pemerintah Taliban telah dapat diakui sebagai pemerintah yang sah di negara 

Afghanistan. 

Kata Kunci : Taliban, Afghanistan, Pengakuan, Belligerent, Pemerintah, Doktrin 

Kontrol Efektif.
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ABSTRACT 

Sri Bagas Sugiharto. 201710115229. Status of Recognition of the New Government 

as a result of the Taliban Coup in Afghanistan Judging From Internasional Law 

 The Taliban group has carried out an belligerency and succeeded in 

overthrowing the government in Afghanistan, namely the leadership of Ashraf Ghani 

through an act of coup. The Taliban group is a belligerent group that represents the 

Afghan people who carry out their resistance against the government in that country. 

According to international humanitarian law, belligerents can have their positions and 

rights as parties to the dispute. This arrangement regarding belligerents is regulated 

in Article 1 HR of the Hague Convention IV 1907 regarding belligerents and also 

Additional Protocol I of 1977 General Article 3 concerning non-international armed 

conflicts that occur between belligerent rebel parties and the rebellious government in 

this case, namely in Afghanistan. The Taliban group has also exercised effective 

control over territory and population and has established an interim government in 

Afghanistan. 

This study aims to provide answers and find out whether the Taliban group can 

be recognized as belligerent under International Humanitarian Law and whether the 

government formed by this belligerent can be recognized under International Law. The 

method used in this research is a normative legal research method using the Statute 

approach, Conceptual approach, and Case approach.  

The results of this study indicate that according to International Humanitarian 

Law the Taliban group has fulfilled the elements to be recognized as a belligerent 

group in non-international armed conflict in Afghanistan and according to 

international law by using the doctrine of effective control the Taliban government has 

been able to be recognized as a legitimate government in the country Afghanistan. 

Keywords: Taliban, Afghanistan, Recognition, Belligerent, Government, Effective 

Control Doctrine.
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